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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Bank 

2.1.1 Pengertian Bank 

 Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun 

dana dan menyalurkan kembali dana tersebtu ke masyarakat dalam bentuk kredit 

serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang 

(Kuncoro, 2000: 68).  

Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana 

dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkan kembali ke 

masyarakat, serta memberikan jasa-jasa bank lainnya (Kasmir, 2008: 2).  

Berdasarkan beberapa pengertian bank menurut para ahli  di atas ada juga 

pengertian bank menurut Undang-Undang RI yaitu :  

Definisi bank menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan 

Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan: “Bank adalah badan 

usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk 

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. 

            UU No. 14 Tahun 1967 mengatur tentang pokok-pokok perbankan. Dalam 

memberikan kredit didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya 

memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan pengedaran uang. 

Pemberian kredit dapat dilakukan dengan modal sendiri, atau dengan dana yang 



dipercayakan oleh pihak ketiga, atau dengan mengedarkan alat-alat pembayaran 

berupa uang giral. 

 

2.1.2 Jenis - Jenis Bank   

Berbicara mengenai jenis jenis bank, maka bank dibagi menjadi 4 segi yaitu 

dari segi fungsi, segi kepemilikan, segi status, dan segi prinsip. 

 Jenis bank dari Segi Fungsi 

Dilihat dari fungsinya jenis jenis bank ada 3 yaitu (Kasmir, 2014: 31):  

1.  Bank Sentral, yakni jenis bank yang bertugas untuk menerbitkan uang kertas dan 

juga uang logam untuk dapat dijadikan sebagai alat pembayaran yang sah di 

dalam suatu negara dan juga mempertahankan konversi uang yang dimaksud 

terhadap emas maupun perak maupun keduanya. 

2.  Bank Umum, yakni jenis bank yang bukan saja dapat untuk meminjamkan 

ataupun menginvestasikan berbagai jenis tabungan yang diperolehnya, namun 

tetapi juga dapat memberikan pinjaman dari menciptakan sendiri suatu uang 

giral. 

3.  Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yaitu bank yang melaksanakan kegiatan 

perbankan secara konvensional maupun prinsip syariah islam dimana dalam 

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintasp pembayaran. Kegiatan 

BPR lebih sempit daripada bank umum dimana hanya melayani penghimpunan 

dana dan penyaluran dana saja. Bahkan dalam menghimpun dana BPR dilarang 

menerima simpanan giro. Dalam wilayah operasipun BPR juga dibatasi 



operasinya pada wilayah tertentu. Larangan lain yaitu tidak ikut kliring dan 

transaksi valuta asing. 

 Jenis Bank dari Segi Kepemilikan 

Akta pendirian dan penguasaan merupakan dasar dari kepemilikan bank. 

Bank dapat dikategorikan menjadi empat jenis berdasarkan dari kepemilikannya: 

1.  Bank pemerintah, merupakan bank yang sahamnya dimiliki sebagian atau 

sepenuhnya oleh pemerintah contoh Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, 

Bank Rakyat Indonesia dan Bank Tabungan Negara. 

2.   Bank swasta, merupakan bank yang sahamnya dimiliki sebagian besar oleh 

pihak swasta contohnya Bank Central Asia (BCA), Bank Danamon, Bank Mega, 

Bank Bukopin, Bank Danamon, Bank Maybank, Bank MNC, Panin Bank, Bank 

OCBC NISP, Bank UOB, Bank Permata, Bank Sinarmas. 

3.  Bank asing, merupakan cabang bank dari luar negeri yang sahamnya dimiliki 

oleh pihak asing, contohnya seperti HSBC, Bank of China, Bank of America, 

Bangkok Bank, JPMorgan Chase, Citibank dan Standard Chartered. 

4.  Bank pembangunan daerah, merupakan bank yang sebagian atau seluruh 

sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah provinsi contohnya Bank Sumut, 

Bank Jambi, Bank Jatim dan Bank daerah lainnya. 

5.  Bank campuran, merupakan bank yang didirikan oleh satu atau lebih bank 

umum berkedudukan di Indonesia dengan satu atau lebih bank berkedudukan di 

luar negeri contoh Bank ANZ, Bank Commonwealth dan Bank DBS. 

 



 Jenis Bank dari Segi Status 

Yang dimaksud dengan status merupakan ukuran kemampuan bank untuk 

melayani masyarakat dari segi jumlah produk, modal serta kualitas layanan. Untuk 

segi ini bank dapat dikategorikan menjadi dua jenis: 

1.  Bank Devisa, yaitu bank yang dapat melayani masyarakat untuk transaksi luar 

negeri atau berhubungan dengan mata uang asing seperti transfer ke luar negeri, 

travellers cheque, transaksi luar negeri lainnya. 

2.  Bank Non Devisa, yaitu bank yang memiliki hak untuk melaksanakan transaksi 

seperti bank devisa hanya saja wilayahnya terbatas untuk negara tertentu saja. 

 Jenis bank dari segi prinsip 

Secara umum bank berdasarkan prinsip transaksinya terbagi dua antara bank 

konvensional dan bank Syariah. 

1. Bank Konvensional, merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional, dimana bank menerapkan harga sesuai tingkat suku bunga untuk 

produk simpanan atau kredit dan menerapkan biaya untuk jasa bank lainnya. 

2. Bank Syariah, merupakan bank menerapkan aturan perjanjian sesuai dengan 

hukum Islam antara bank dan pihak lainnya. Baik itu produk simpanan, 

pembiayaan usaha ataupun kegiatan lainnya. 

 

2.2 Fungsi Bank Syariah 

Bank Syariah di Indonesia sudah mulai diminati masyarakat. Beberapa fungsi 

bank Syariah sebagai berikut : 

 



1. Fungsi Bank Syariah Sebagai Manajemen Investasi  

Fungsi ini berdasarkan kontrak mudharabah atau kontrak perwakilan. 

Menurut kontrak mudharabah, bank (dalam kapasitasnya sebagai mudharib, atau 

pihak pelaksana investasi dana dari pihak lain) menerima persentase 

suatukeuntungan hanya dalam kasus untung.  

Bank syariah bertindak sebagai manager investasi dari pemilik dana 

(shahibul maal) dari dana yang dihimpun (dalam perbankan lazim disebut 

deposan/ penabung), karena besar kecilnya pendapatan (bagi hasil) yang diterima 

pemilik dana sangat bergantung pada pendapatan yang diterima oleh bank syariah 

dalam pengelolaan dana mudharabah sehingga tergantung kepada kehati-hatian, 

keahlian, dan sikap profesionalisme. 

Fungsi ini dapat dilihat dari segi penghimpunan dana bank syariah, 

khususnya dana mudharabah, bank syariah dalam posisi ini bertindak sebagai 

manager investasi dalam arti dana tersebut harus dapat disalurkan pada 

penyaluran produktif, sehingga dana yang terhimpun tersebut dapat menghasilkan 

dan hasilnya akan dibagi hasil dengan pemilik dana. Bank syariah tidaklah 

sepatutnya menghimpun dana mudharabah jika tidak dapat menyalurkan dana 

tersebut pada hal yang produktif, karena hasil yang diperoleh akan tetap dibagikan 

kepada pemilik dana sehingga hal tersebut jelas akan berakibat merugikan pemilik 

dana yang sudah ada.  

 

 



2. Fungsi Bank Syariah Sebagai Investasi  

Bank-bank Islam menginvestasikan dana yang disimpan pada bank 

tersebut (dana pemilik bank maupun dana rekening investasi) dengan 

menggunakan alat investasi yang sesuai dengan syariah. Investasi yang sesuai 

dengan syari’ah tersebut meliputi akad murabahah, sewa-menyewa, musyarakah, 

akad mudharabah, akad salam atau istishna’, pembentukan perusahaan atau 

akuisisi, pengendalian atau kepentingan lain dalam rangka mendirikan 

perusahaan, memperdagangkan produk, dan investasi atau memperdagangkan 

saham yang dapat diperjualbelikan atau real estate. Keuntungan dibagikan kepada 

pihak yang memberikan kontribusi dana setelah bank menerima bagian 

keuntungan mudharibnya yang sudah disepakati antara pemilik rekening investasi 

dan bank sebelum pelaksanaan akad. Fungsi ini dapat dilihat dalam hal penyaluran 

dana yang dilakukan bank syariah, baik yang dilakukan dengan mempergunakan 

prinsip jual beli maupun dengan prinsip bagi hasil.  

3. Fungsi Bank Syariah Sebagai Jasa Keuangan  

Bank syariah dalam fungsi ini juga dapat menawarkan berbagai jasa 

keuangan lainnya berdasarkan upah (fee based) dalam sebuah kontrak perwakilan 

atau penyewaan. Contoh: garansi, transfer kawat, L/C, dan lain-lain. 

4. Fungsi Bank Syariah Sebagai Jasa Sosial  

Dalam prinsip perbankan Islam mengharuskan bank Islam melaksanakan 

jasa sosial, jasa tersebut bisa melalui dana qardh (pinjaman kebajikan), dana 

zakat, atau dana sosial yang sesuai dengan ajaran Islam. Lebih jauh lagi, konsep 



perbankan dalam Islam juga mengharuskan bank Islam berperan untuk 

mengembangkan sumber daya insani dan menyumbang dana untuk pemeliharaan 

dan pengembangan lingkungan hidup. 

 

2.3 Pembiayaan 

2.3.1 Pengertian Pembiayaan  

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan 

demikian, pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti 

prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh 

penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang disepakati 

bersama. 

Berdasarkan hal ini unsur-unsur dalam pembiayaan yaitu meliputi (Ali, 2008: 46): 

1. Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan.  

2. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari pemberi pinjaman bahwa penerima pinjaman 

akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu 

dan syarat-syarat yang disetujui oleh kedua belah pihak.  

3. Kesepakatan, yaitu kesepakatan antara pemberi pembiayaan dengan penerima 

pembiyaan. 

4. Jangka waktu, yaitu masa pengembalian pinjaman yang telah disepakati.  

5. Risiko, yaitu adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan 

suatu resiko tidak tertagihnya pembiayaan (non performing loan).  

6. Balas jasa, merupakan keuntungan atas pemberian suatu pinjaman, jasa tersebut 

yang biasa kita kenal dengan bagi hasil atau margin. 



2.3.2 Tujuan Pembiayaan 

Tujuan utama dari pemberian pinjaman pembiayaan antara lain: 

1. Mencari keuntungan (profitability) yaitu dengan tujuan untuk memperoleh hasil 

dari pembiayaan yang disalurkan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil 

yang diperoleh dari usaha yang dikelola nasabah.  

2. Safety atau keamanan yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan 

harus benar-benar terjamin sehingga tujuan profitability dapat benar-benar 

tercapai tanpa hambatan yang berarti.  

3. Membantu usaha nasabah, yaitu membantu usaha nasabah yang memerlukan 

dana, baik dana investasi ataupun dalam bentuk pembiayaan.  

4. Membantu pemerintah, yaitu semakin banyak pembiayaan yang disalurkan bank 

maka semakin banyak peningkatan pembangunan diberbagai sektor. 

2.3.3 Jenis - Jenis Pembiayaan  

  Secara umum jenis-jenis pembiayaan dapat dilihat dari berbagai segi, diantaranya 

(Kasmir, 2002: 99-101): 

a. Jenis Pembiayaan Dilihat dari Segi Kegunaan  

Dilihat dari segi kegunaanya, jenis pembiayaan dibedakan menjadi: 

1. Pembiayaan Investasi adalah pembiayaan yang biasanya digunakan untuk 

perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik atau untuk keperluan 

rehabilitasi.  



2. Pembiayaan Modal Kerja adalah pembiayaan yang biasanya digunakan untuk 

keperluan meningkatkan produksi dalam oprasionalnya.  

b. Jenis Pembiayaan Dilihat dari Tujuan  

Dilihat dari segi tujuannya, jenis pembiayaan dibedakan menjadi: 

1. Pembiayaan Konsumtif, bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau 

kebutuhan-kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam konsumsi.  

2. Pembiayaan Produktif, bertujuan untuk memungkinkan penerima pembiayaan 

dapat mencapai tujuannya yang apabila tanpa pembiayaan tersebut tidak 

mungkin dapat diwujudkan.  

3. Pembiayaan Perdagangan, Pembiayaan ini digunakan untuk perdagangan, 

biasanya digunakan untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya 

diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.  

c. Jenis Pembiayaan Dilihat dari Jangka Waktu  

Dilihat dari segi jangka waktu, jenis pembiayaan dibedakan menjadi: 

1. Short Term (Pembiayaan Jangka Pendek),  yaitu suatu bentuk pembiayaan 

yang berjangka waktu maksimum 1 (satu) tahun.  

2. Intermediate Term (Pembiayaan Jangka Waktu Menengah) adalah suatu 

bentuk pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari satu tahun sampai tiga 

tahun.  

3. Long Term (Pembiayaan Jangka Panjang), yaitu suatu bentuk pembiayaan 

yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun.  



4. Demand Loan atau Call Loan adalah suatu bentuk pembiayaan yang setiap 

waktu dapat diminta kembali.  

d. Jenis Pembiayaan Dilihat dari Segi Jaminan  

Dilihat dari segi jaminan, jenis pembiayaan dibedakan menjadi: 

1. Pembiayaan Dengan Jaminan, yaitu pembiayaan yang diberikan dengan suatu 

jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak 

berwujud atau jaminan orang;  

2. Pembiayaan Tanpa Jaminan, yaitu pembiayaan yang diberikan tanpa jaminan 

barang atau orang tertentu. Pembiayaan ini diberikan dengan melihat prospek 

usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik calon peminjam selama ini. 

2.3.4 Fungsi Pembiayaan 

Ada beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada 

masyarkat penerima, diantaranya sebagai berikut (Muhamad, 2014: 304-308): 

1. Meningkatkan daya guna uang  

Para penabung menyimpan uang di bank dalam bentuk giro, tabungan, 

deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya 

oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas. 

Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk 

memperluas/memperbesar usahanya baik untuk peningktana produksi, 

perdagangan maupun untuk usaha-usaha rehabilitasi ataupun memulai usaha 



baru. Pada asasnya melalui pembiayaan terdapa suatu usaha peningkatan 

produktivitas secara menyeluruh. 

Dengan demikian, dana yang mengendap di bank (yang diperoleh dari 

para penyimpan uang) tidak idle (diam) dan disalurkan untuk usaha-usaha 

yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha maupun kemanfaatan 

bagi masyarakat. 

2. Meningkatkan daya guna barang  

a) Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat memprodusir bahan 

mentah menjadi bahan jadi sehingga utility dari bahan tersebut meningkat, 

misalnya peningkatan utility kelapa menjadi kopra dan selanjutnya 

menjadi minya kelapa/goreng; peningkatan utility dari padi menjadi beras, 

benang menjadi tekstil dan sebagainya. 

b) Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari 

suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat. 

Seluruh barang-barang yang dipindahkan/dikirim dari suatu daerah ke 

daerah lain yang kemanfaatan barang itu lebih terasa, pada dasarnya 

meningkatkan utility barang tersebut. Pemindahan barang-barang tersebut 

tidaklah dapat diatasi oleh keuangan para distributor saja dan oleh 

karenanya mereka memerlukan bantuan permodalan dari bank berupa 

pembiayaan. 

 

 



3. Meningkatkan peredaran uang   

Pembiayaan yang disalurkan via rekening-rekening koran pengusahan 

menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, 

bilyet giro, wesel, promes, dan sebagainya. Melalui pembiayaan, peedaran 

uang kartal meupun giral akan lebih berkembang oleh karena pembiayaan 

menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga pengguna uang akan 

bertambah baik kualitatif maupun kuantitatif. 

Hal ini selaras dengan pengertian bank selaku “money creator”. Pencipta 

uang itu selain dengan cara substitusi; penukaran uang kartal yang disimpan 

digiro dengan uang giral, maka ada juga exchange of claim, yaitu bank 

memberikan pembiayaan dalam bentuk uang giral. 

Disamping itu, denga cara transformasi yaitu bank membeli surat-surat 

berharga dan membayarnya dengan uang giral.  

4. Menimbulkan kegairahan berusaha  

Setiap manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi 

yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan usaha sesuai 

dengan dinamikanya akan selalu meningkat, akan tetapi peningkatan usaha 

tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuannya yang 

berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan. 

Karena itulah pengusaha ajan selalu berhubungan bank unruk memperoleh 

bantuan permodalan guna peningkatan usahanya. 



Ditinjau dari hukum permintaan dan penawaran maka terhadap segala 

macam dan ragamnya usaha, permintaan akan terus bertambah bilamana 

masyarakat telah memulai melakukan penawaran. Timbul kembali efek 

kumulatif oleh semakin besarnya permintaan sehingga secara berantai 

kemudian menimbulkan kegairahan yang meluas di kalangan masyarakat 

produktivitas. 

Secara otomatis kemudian timbul pula kesan bahwa setiap usaha untuk 

peningkatan produktivitas, masyarakat tidak perlu khawatir kekurangan 

modal oleh karena masalahnya dapat diatasi oleh bank dengan 

pembiayaannya.  

5. Stabilitas Ekonomi 

Dalam ekonomi yang kurang sehat,langkah-langkah stabilitasi pada 

dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk antara lain: 

a) Pengendalian Inflansi 

b) Peningkatan Ekspor 

c) Rehabilitasi Prasarana 

d) Pemenuhan Kebutuha-Kebutuhan Pokok Rakyat 

Untuk menekan arus inflansi dan terlebih-lebih lagi untuk usaha 

pembangunan ekonomi maka pembiayaan bank memegang peranan penting. 

6. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.  

Para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusha  untuk 

meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Bila 



keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata 

dikembalikan lagi ke dalam struktur permodalan, maka peningkatan akan 

berlangsung terus-menerus. Dengan earning (pendapatan) yang terus 

meningkat berarti pajak perusahaan pun akan terus bertambah. Di lain pihak 

pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang pertambahan kegiatan 

ekspor akan menghasilkan pertambahan devisa negara. Disamping itu, 

dengan makin efektifnya kegiatan swasembada kebutuhan-kebutuhan pokok, 

berarti akan dihemat devisa keuangan negara, akan dapat diarahkan pada 

usaha-usaha kesejahteraan ataupun ke sektor-sektor lain yang lebih berguna. 

Apabila rata-rata pengusaha, pemilik tanah, pemilik modal dan 

buruh/karyawan mengalami peningkatan pendapatan, maka pendapatan 

negara via pajak akan bertambah, penghasilan devisa bertambah dan 

pengguna devisa untuk urusan konsumsi berkurang, sehingga langsung atau 

tidak, melalui pembiayaan, pendapatan nasional akan bertambah. 

7. Sebagai alat hubung ekonomi internasional 

Bank sebagai lembaga kredit/pembiayaan tidak saja bergerak di dalam 

negeri tapi juga di luar negeri. Amerika Serika yang telah sedemikian maju 

organisasi dan sistem perbankannya telah melebarkan sayap perbankan ke 

seluruh pelosok dunia, demikian pula beberapa negara maju lainnya. 

Negara-negara kaya atau  yang kuat ekonominya, demi persahabatan antar 

negara banyak memberikan bantuan kepada negara-negara yang sedang 

berkembang atau yang sedang membangun. Bantuan-bantuan tersebut 



tercermin dalam bentuk bantuan kredit dengan syarat-syarat yang ringan 

yaitu bunga yang relatif murah dan jangka waktu penggunaan yang panjang. 

Melalui bantuan pembiayaan antar negara (G to G, Goverment to 

Goverment), maka hubungan antar negara pemberi dan penerima kredit akan 

bertambah erat terutama yang menyangkut hubungan perekonomian dan 

perdagangan. 

 

2.4 Pensiun 

2.4.1 Pengertian Pensiun 

  Pengertian Pensiun adalah hakn seseorang untuk memperoleh penghasilan 

setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab 

lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Penghasilan dalam hal ini 

biasanya diberikan dalam bentuk uang dan besarnya tergantung dari peraturan yang 

ditetapkan (Kasmir, 2014: 287). 

2.4.2 Tujuan Pensiun 

   Tujuan penyelenggaraan dan penerima pensiun dapat dilihat dari dua atau 

tiga pihak yang terlibat. Jika hanya dua pihak berarti antara Pemberi Kerja dengan 

Karyawannya sendiri. Sedangkan jika tiga pihak, yaitu Pemberi Kerja, Karyawan, 

dan Lembaga Pengelola Dana Pensiun, dimana kemudian masing-masing pihak 

memiliki tujuan tersendiri. 

   Bagi Pemberi Kerja tujuan untuk menyelenggarakan dana pensiun bari 

Karyawannya adalah sebagai berikut (Kasmir, 2014: 288-289): 



1. Memberi penghargaan kepada para karyawan yang telah mengabdi di 

perusahaan tersebut. 

2. Agar di masa pensiun karyawan tersebut tetpa dapat menikmati hasil diperoleh 

setelah bekerja di perusahaannya. 

3. Memberikan rasa aman dari segi batiniah sehingga dapat menurunkan turn over 

karyawan. 

4. Meningkatkan motivasi karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. 

5. Meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. 

Sedangkan bagi Karyawan yang menerima pensiun, manfaat yang diperoleh 

dengan adanya pensiun adalah: 

1. kepastian memperoleh penghasilan di masa yang akan dating sesudah pensiun; 

2. memberikan rasa aman dan dapat meningkatkan motivasi untuk bekerja. 

Selanjutnya bagi Lembaga Pengelola Dana Pensiun tujuan penyelenggaraan 

dana pensiun adalah: 

1. mengelola dana pensiun untuk memperoleh keuntungan dengan melakukan 

berbagai kegiatan investasi; 

2. turut membantu dan mendukung program pemerintah 

2.4.3 Jenis-Jenis Pensiun 

   Proses pelaksanaan pensiun dapat dilaksanakan sesuai dengan kebijakan 

perusahaan. Para penerima pensiun dapat memilih salah satu dari berbagai alternatif 

jenis pensiun yang ada sesuai dengan tujuan masing-masing. Jenis-jenis pensiun 



yang ditawarkan dapat dilihat dari berbagai kondisi atau dapat pula disesuaikan 

dengan kondisi yang ada. 

   Secara umum jenis pensiun yang dapat dipilih oleh karyawan yang akan 

menghadapi antara lain (Kasmir, 2014: 289-290): 

1. Pensiun normal 

Yaitu pensiun yang diberikan untuk karyawan yang usianya telah mencapai 

masa pensiun seperti yang ditetapkan perusahaan. Sebagai contoh rata-rata usia 

pensiun di Indonesia adalah telah berusia 55 tahun dan 60 tahun untuk profesi 

tertentu. 

2. Pensiun dipercepat 

Jenis pensiun ini diberikan untuk kondisi tertentu, misalnya karena adanya 

pengurangan pegawai di perusahaan tersebut. 

3. Pensiun ditunda 

Merupakan pensiun yang diberikan kepada para karyawan yang meminta 

pensiun sendiri, namun usia pensiun belum memenuhi untuk pensiun. Dalam 

hal tersebut karyawan yang mengajukan tetap keluar dan pensiunnya baru 

dibayar pada saat usia pensiun tercapai. 

4. Pensiun cacat 

Pensiun yang diberikan bukan karena usia, tetapi lebih disebabkan peserta 

mengalami kecelakaan sehingga dianggap tidak mampu lagi untuk 

dipekerjakan. Pembayaran pensiun biasanya dihitung berdasarkan formula 



manfaat pensiun normal dimana  masa kerja diakui seolah-olah sampai usia 

pensiun normal. 

 

2.5 Pembiayaan Murabahah 

2.5.1 Pengertian 

  Akad Murabahah adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan 

barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para puhak, dimana penjual 

menginformasikan terlebih dahulu perolehan kepada pembeli (Muhamad, 2014: 

46). 

2.5.2 Tujuan/Manfaat 

  Tujuan penyelenggaraan dan penerima pensiun dapat dilihat dari dua atau tiga 

pihak yang terlibat, yaitu bagi  bank dan bagi nasabah, diantaranya: 

 a) Bagi Bank  

1) sebagai salah satu bentuk penyaluran dana; 

2) memperoleh pendapatan dalam bentuk margin. 

b) Bagi Nasabah 

1) merupakan salah satu alternatif untuk memperoleh barang tertentu melalui 

pembiayaan dari bank; 

2) dapat mengangsur pembayaran dengan jumlah angsuran yang tidak akan 

berubah selama masa perjanjian (Muhamad,2014:47). 

 



2.6 Prinsip-prinsip Pemberian Kredit 

Sebelum suatau fasilitas pembiayaan diberikan, bank harus merasa yakin bahwa 

kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakina tersebut diperoleh dari 

hasil penilaian pembiayaan sebelumnya disalurkan. Penilaian pembiayaan oleh bank 

dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang 

nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar. 

Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaianya tetap 

sama. Begitu pula dengan ukura-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar 

penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank 

untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan 

analisis 5 C (Muhamad, 2014: 95-96). 

Adapun penjelasan untuk analisis dengan 5 C adalah sebagai berikut: 

1. Character 

Suatu  keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan 

pembiayaan benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang 

nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun bersifat pribadi 

seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarganya, hobi 

dan status sosialnya. Ini semua merupakan ukuran “kemauan” membayar. 

2. Capacity 

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang 

dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan 

kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. 

Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. 



Pada akhirnya akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan kredit yang 

disalurkan. 

3. Capital  

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan 

(neraca laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari likuiditas, 

solvabilitas, rentabilitas, dan ukuran lainnya. Capital juga harus dilihat dari 

sumber mana saja modal yang ada sekarang ini. 

4. Colleteral 

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang besifat fisik maupun 

non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan 

juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, maka 

jaminan yang dititipkan akan akan dipergunakan secepat mungkin. 

5. Condition   

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik 

sekarang dan di masa yang akan dating sesuai sektor masing-masing, serta 

prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang 

dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga 

kemungkinan pembiayaan tersebut bermasalah relatif kecil. 



 


